
BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 37 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 130 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Perguruan Tinggi Nomor 76 Tahun 2017 tentang
Penyatuan Perguruan Tinggi Kesehatan Yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah
Kota ke Dalam Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan
Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kesehatan,
Perguruan Tinggi Kesehatan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Berbentuk Akademi, yang memberikan
pilihan bagi daerah yang memiliki Perguruan Tinggi
Kesehatan;

b. bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor : 144/M/VII/2018 tanggal 13 Juli
2018, Perihal Pengelolaan Perguruan Tinggi Kesehatan
Daerah dan sesuai laporan hasil konsultasi Tim Pemerintah
Daerah Kabupaten Bulukumba  dengan Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi, serta Kementerian Kesehatan pada tanggal 22 Mei
2018, salah satu yang disampaikan adalah terkait
penandatanganan ijazah mahasiswa tetap dilakukan oleh
Direktur Akademi Keperawatan yang menjabat saat
dilakukan passing out sampai dengan berakhirnya
Akreditasi Akademi Keperawatan Bulukumba pada Tahun
2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan
Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 130 Tahun 2017
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah  Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
14);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi
Nomor 76 Tahun 2017 tentang  Penyatuan Perguruan
Tinggi Kesehatan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan
Pemerintah Daerah Kota ke Dalam Perguruan Tinggi Negeri
di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi di Lingkungan
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1800);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun
2016 Nomor 14);

10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 76 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan
Organisasai dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun
2016 Nomor 76).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 130 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 130 Tahun 2017
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada
Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor
130) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini pejabat yang ada tetap
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan
dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini;

(2) Khusus Unit Pelaksana Teknis Dinas Akademi Keperawatan (AKPER)
Bulukumba dilakukan passing out, namun Direktur Akademi Keperawatan
(AKPER) Bulukumba tetap melaksanakan tugas dan fungsi hingga
selesainya proses peralihan dan penamatan mahasiswa, yaitu sampai
dengan Desember Tahun 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 15 Oktober 2018
BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 15 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018 NOMOR 37130


